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PEMERINTA!H KABUPATEN GOWA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GOWA
NOMOR : 18 TAHUN 2003

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN GOWA
TAHUN 2003 - 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI GOWA

abupaten Gowa dengan
guna, serasi, selaras,
katkan kesejahteraan
Rencana Tata Ruang

bahwa untuk mengarahkan pembangunan dii K
memanfaatkan ruang secara berdaya guna, berhasil
seimbang, dan berkelanjutan dalam rangka mening
masyarakat dan pertahanan keamanan, peru disusun

Wilayah Kabupaten;

Menimbang @ &

b. bahwa dalam rangka mewujudkan keterpaduan pembangunan antar sektor,
daerah, dan masyarakat, maka Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten
merupakan arahan alokasi investasi pembangunan yang dilaksanakan pemerintah,
masyarakat, dan/atau dunia usaha;

c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka periu menetapkan dalam
Peraturan Daerah;

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah
Tingkat Il di Sulawesi ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor
74, Tambahan Lembaran Lembaran Negara Repoblik Indonesia Nomor 1882) ;

Mengingat .

2. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-poxok
Agraria ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2034) ;

s Undang-Und'ang Nomor 11 Tahun 1972 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok
Pertambangan ;

4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1972 Tentang Transmigrasi ( Lembaran Negara
" Tahun 1972 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2988) ;

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 Tentang Pengairan (Lembaran Negara
Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara 3048) ;
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10.

1.

12.

13.

14.

13.

16.

17.

18.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Nomor
83 Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186);

Undang - Undang Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Cara Pengaturan
Air ( Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3225);

Undang - Undang Nomor 23 Tahun 1982 tentang Irigasi ( Lembaran Negara
Tahun 1982 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3226);

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 Tentang Perindustrian (Lembaran Negara
Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274);

Undang - Undang Nomor 18 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran
Negara Tahun 1985, Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3317);

Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran
Negara Tahun 1985, Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3294);

Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1988 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok
Pertahanan dan Keamanan Negara Republik Indonesia( Lembaran Negara Tahun
1988 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3368);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam
dan hayati dan Ekosistemnya ( Lembaran Negara Tahun 1990, Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 Tentang Kepariwisataan ( Lembaran
Negara Tahun 1990, Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3437);

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman
(Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara

Nomor.3469);

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1992 Tentang Benda Cagar Alam (Lembaran
Negara Tahun 1992 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3470);

Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
(Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor

3480);

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tenfang Penataan Ruang (Lembaran
Negara Tahun 1992 Nomor 115 Tambahan Lembaran Negra Nomor 3501);
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19.

20.

i

2.

23.

24,

25.

26,

21

28.

29.

30.

ingkungan
Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 1997 _Tentang8Pe$gﬁ:gE::nulr_lgmbagran
Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia No.68,
Negara No. 3699).
erintahan Daerah (Lembaran

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang PemNegara Nomor 3839);

Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran

ra
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Ié%rr!baran Nega
Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888);

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan (Lembaran Negara
Tahun 1985 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor. 3293)

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 tentang Pef“"illmgag
Hutan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negar
Nomor 3294) ;

Peraturan  Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan
Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nornor 10, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3373);

Peraturan ~ Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai (Lembaran
Negara Tahun 1991 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3445);

Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan
Kewajiban, serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyakat dalam Penatan
Ruang (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3660);

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah Nasional (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 96, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3721);

Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan
Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 104,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3445);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 Tentang Analisis Mengenai Dampak
Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3838);

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah
dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun
2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
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31. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2001 Tentang Irigasi (Lembaran Negara
Tahun 2001 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4156);

32, Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2001 Tentang Tata Guna Hutan dan
Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan
Kawasan Hutan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 66, Tambahan Lembaran
Negara Nomor th 2002);

33. Kepulusan Presiden Nomor : 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan
Lindung;

34. Keputusan Presiden Nomor : 33 Tahun 1991 tentang Penggunaan Tanah
Bagi Kawasan Industri;

35. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan
Peraturan Perundang - Undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang,
Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;

36. Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Nomor 44 Tahun 2001 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan;

37. Peraturan Daersh Kabupaten Gowa Nomor 30 Tahun 2001 tentang Pola Dasar
Pembangunan Kabupaten Gowa (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun
2001 Nomor 30);

38. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 32 Tahun 2001 tentang Program
Pembangunan Daerah Kabupaten Gowa (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa

Tahun 2001 Nomor 32);

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GOWA

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN GOWA TENTANG RENCANA TATA RUANG

WILAYAH KABUPATEN GOWA
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BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

a.  Daerah adalah Kabupaten Gowa; .

b.  Pemerintah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai badan

Eksekutif Daerah ;

Kepala Daerah adalah Bupati Gowa;

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah ;

e. Ruang adalah Wadah Kehidupan yang meliputi ruang daratan, ruang lautan dan ruang udara
Sebagai Satu Kesatuan Wilayah tempat manusia dan mahluk hidup lainnya melakukan kegiatan dan
memelihara kelangsungan hidupnya ;

f..  Tata Ruang adalah Wujud Struktural dan Pola Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten yang

mencakup kawasan lindung dan kawasan budidaya, baik direncanakan maupun tidak, yang

menunjukkan hirarki dan keterkaitan ruang ;

Penataan Ruang adalah perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendaliarinya:

Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang;

i Rencana Tala Ruang Wilayah Kabupaten Gowa selanjutnya disebut RTRW Kabupaten adalah
kebijaksanaan Pemerintah Daerah Kabupaten yang  menetapkan lokasi kawasan yang dilindung,
lokasi pengembangan kawasan budidaya, termasuk kawasan permukiman, pola jaringan prasarana
wilayah dalam Kabupaten yang akan diprioritaskan;

+j. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unaur terkait padanya

yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek/pengamatan admmlstratwe pemerintahan
dan atau aspek/pengamatan fungsional;

ao

el o

k. Kawasan adaiah suatu wilayah yang mempunyai fungsi dan/atau aspek pengamatan fungsional
tertentu. Wilayah kabupaten berdasarxan fungsi utama ka .a an terbag hiabis .uuﬁ,um RaWasan
lindung dan kawasan budidaya, sedangkan berdasarkan aspek kegiatan meliputi Kawasan
perdesaan, kawasan perkotaan dan kawasan lertenty:

. Kawasan {mdung adalah xawasan yang ditclaphan dongan fuingsi ulama mChivdungl neicsianan
::";' Kungan hid iup yang mencaky i sumberdaya aai \jau auumc-daya buatdn

m.  Kawasan budidaya adaiah kowasan yang dictopha: & fungi ulome enluk dibudidayohon atas
dasar kondisi i n potensi sumberdaya alam, ,u..t:r::,; manusiz, dan sumbsrdeys bustan
Kelcslanian uﬂghurg&: ii\juﬁ yang mencakup sumberaays alam dan sumbe rdaya buatan:

n.  Kewasan Perdesccn adalah hawasan yany mempunya: negiatan utama pt:udmdu ernmasun
pengelcfa nosumber dayz siam dEngan Susunan .‘u..a,. nawasain ssbagal tsmpal pennukiman
e, ,mu,u un,uau ,.‘..n--m'xé-la"', peiayanan soCial, dan regiaian ekonomi:

0. Rawasan Perndleen adaiah héwasan jang mem .i.u':,..; regiatan ulomo bukan pertanian dengen
Susuiian Wingsi hawasan 5&0&3; wipal parmikinian na.r\omm. pemusalan dan distribusi
pemyaua..,:;.: pemar ;:.::..‘"..', i can ;';.':.E San ReEath S,

P Kawasan Terlentu adalal hawaddn ;80 onilishon commn ...._.-....: st v SUGSES S I05

ﬂnnr\h-mn rinanangn Jie

PUnEEE ruangnyz ginricritasan:
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BAB
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

aerah adalah Kabupaten Gowa; :
g.' IE’)emen'nlah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain seba

Eksekutif Dac—:‘rahd;l —
 Kepala Daerah ada'a upati Gowa; 2 _
z. Dfagfan Perwakilan Rakyat Daerah Selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah B
e. Ruang adalah Wadah Kehidupan yang meliputi ruang daratan, uang lautan dan ruang U ;‘ a
Sebagai Satu Kesatuan Wilayah tempat manusia dan mahluk hidup lainnya melakukan kegiatan dan
memelihara kelangsungan hidupnya ;
f  Tata Ruang adalah Wujud Struktural dan Pola Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten yang
mencakup kawasan lindung dan kawasan budidaya, baik direncanakan maupun tidak, yang

menunjukkan hirarki dan keterkaitan ruang ;
Penataan Ruang adalah perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang,

_ Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan lata ruang,
i Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gowa selanjutnya disebut RTRW Kabupaten adalah
kebijaksanaan Pemerintah Daerah Kabupaten yang  menetapkan lokasi kawasan yang dilindungl,
lokasi pengembangan kawasan budidaya, termasuk kawasan permukiman, pola jaringan prasarana

wilayah dalam Kabupaten yang akan diprioritaskan;

j.  Wiayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya
yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek/pengamatan administrative pemerintahan
dan atau aspek/pengamatan fungsional;

k. Kawasan adalah suatu wilayah yang mempunyai fungsi dan/atau aspek pengamatan fungsicnal
tertentu. Wilayah kabupaten berdasarkan fungsi utama kawasan terbagi habis menjadi kawasan
lindung dan kawasan budidaya, sedangkan berdasarkan aspek kegiatan meliputi kawasan
perdesaan, kawasan perkotaan dan kawasan tertentu;

| Kawasan lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian
lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam dan sumberdaya buatan;

m. Kawasan budidaya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas
dasar kondisi dan potensi sumberdaya alam, sumberdaya manusia, dan sumberdaya buatan
kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam dan sumberdaya buatan;

n. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegialan utama pertanian termasuk

pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman

perdesan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan social, dan kegiatan ekonomi;

Kawasan Perkotaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan

susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi

pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan social dan kegiatan ekaonomi;
p.  Kawasan Tertentu adalah kawasan yang ditetapkan secara nasional mempunyai nilai strategis yang

penataan ruangnya diprioritasan;

gai badan

dan pengendaliannya;

o«
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a.

S.

Satuan Kawasan Pengembangan (SKP) merupakan kawasan fungsional (_baglan da{l twﬂ:\(f‘h
kahupaten) dengan satu satuan mekanisme jangkauan fungsi pelaygnan sosial ekonomi e'r_Ear?a”l_;
qaiam rangka proses perkembangan wilayah dalam satu satuan mekanisme pengemhanqqﬂ whay
'é?r?xﬁi&agémanfaatan ruang adalah susunan unsur-unsur pembgntuk rona lingkungan alam,
lingkungan sosial, dan lingkungan buatan yang secara khirarkis dan struktural berhubungan satu
dengan yang lainnya membentuk tata ruang. Rencana pola pemanfaatan ruang adalah _
Pola pemanfaatan ruang adalah bentuk pemanfaatan ruang yang menggambarkan ukuran, fungsi
serta karakter kegiatan manusia dan atau kegiatan alam

BAB I
RUANG LINGKUP

Pagg| 2

Ruang lingkup tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gowa ini mencakup strategi pelaksanaan
pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Gowa sampai dengan batas ruang daratan, ruang udara dan ryang
lautan menurut paraturan perundang-undangan yang berlaku;

Pasg| 3

Rencana Tata Ruang Wilayah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 meliputi

a.

Tujuan pemanfaatan ruang wilayah untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan
keamanan yang diwujudkan melalui strategi pelaksanaan pemanfaatan ruang wilayah untuk
{ercapainya pemanfaatan ruang yang berkualitas;

Rencana struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah;
Rencana Umum Tata Ruang Wilayah;
Pegoman pengendalian pemanfaatan ruang wilayah;
BAB Il
W WJUAN, SASARAN DAN STR{\IEG&

Bagian Pertama
Azas dan Tujuan

Pasal 4

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Iﬂabgpa_tgn Gowa sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 digusun
berazaskan : : L ' :

6
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a. Pemanfaatan ruang bagi semua kepentingan secara terpadu, berdaya guria dan berhasil guna, serasi,
selaras, seimbang, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan;

b. Keterbukaan, persamaan, keadilan, dan perlindungan hukum;

Pasal §
Tujuan pemanfaatan ruang wilayah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf a yaitu :
a. Merumuskan kebijaksanaan pokok pemanfaatan ruang di wilayah Kabupaten Gowa;

b. Terselenggaranya pemanfaatan ruang berwawasan lingkungan yang berlandaskan wawasan
nusantara dan ketahanan nasional;

c. Terselenggaranya pemanfaatan ruang wilayah yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan

sesuai dengan kemampuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup serta kebijaksanaan
pembangunan nasional dan daerah;

d. Terselenggaranya pengaturan pemanfaatan ruang pada kawasan lindung dan kawasan budidaya di
kawasan perkotaan, kawasan perdesaan dan kawasan tertentu yang ada di dalam wilayah kabupaten;

e. Mewujudkan keterkaitan dan keseimbangan perkembangan antar wilayah;

f. Terwujudnya kelerpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan
memperhatikan sumber daya manusia;

g. Menetapkan lokasi investasi yang dilaksanakan Pemerintah, masyarakat dan dunia usaha (swasta) di
dalam wilayah kabupaten;

h. Terwujudnya kehidupan masyakarakat yang sejahtera;

i. Memudahkan penyusunan rencana detail tata ruang wilayah kabupaten serta pelaksanaan

pembangunan dalam memanfaatkan ruang bagi kegiatan pembangunan dan merupakan dasar dalam
mengeluarkan perijinan lokasi pembangunan;

Bagian Kedua
Strategi Pelaksanaan

Pasal 6

(1) Untuk mewujudkan tujuan pemanfaatan ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada Pasal 5
ditetapkan strategi pelaksanaan pemanfaatan ruang wilayah;
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. : at (1) meliputi :
(2) Strategi pelaksanaan pemanfaatan ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
a. pengelolaan kawasan lindung dan kawasan budidaya;

ng berokasi di
b. pengelolaan kawasan perdesaan, kawasan perkotaan, dan kawasan tertentu yang
daerah; _ y :
c. sistem kegiatan pembangunan dan sistem permukiman perdesaan dan perkotaan;

; _— . : na pengelolaan
d. sistem prasarana transportasi, telekomunikasi, energi, pengairan, dan prasarana peng
lingkungan;

. a alam
e. penatagunaan tanah, penalagunaan air, penatagunaan udara, penatagunaan sumnber day
lainnya;

Pasal 7

Sistem Pengelolaan Kawasan

(1) Sistem Pengelolaan Kawasan Lindung
a. Membentuk dan meningkatkan peran lemba

ga pengelola agar dapat berfungsi sebagai pengendali dan
pengawas terhadap kawasan yan dilindungi;

b. Mengembangkan sistem konservasi,

pelestarian, rehabilitasi, revegetasi dan revetalisasi bagi bangunan
bangunan bersejarah;

C. Lembaga pengelola terus meningkatkan koordinasi dengan lembaga-lembaga lain baik pemerintah maupun
non pemerintah untuk lebih memantapkan fungsi kawasan;
(2) Pengelolaan Kawasan Budidaya
a. Mengembalikan fungsinya sesuai dengan kebijaksanaan pembangunan dagerah;

b. Kawasan pertanian diprioritaskan untuk dikemban

gkan dalam suatu wilayah tertenty sebagai suatu
sentra pengembangan produksi:

C. Mengembangkan kawasan budida

ya secara optimal dalam kerangka pembangunan berkelanjutan
dan berwawasan lingkungan;

Mengendalikan berkembangnya kawasan budidaya ke dalam kawasan yang berfungsi lindung;

(3) Pengelolaan Kawasan Perkotaan

a. Menentukan fungsi masing-masing kawasan sesuai dengan kedudukan dan kestrate

gisan, letaknya dalam
perimbangan wilayah

b.  Merencanakan Pusat Pelayanan Wilayah (PPW) dan pusat pelayanan lolal (PPL)
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: sesual
c. Merencanakan penyediaan dan melengkapi setiap kawasan dengan sarana dan prasarana kota
dengan fungsinya.
d. Meningkatkan fungsi lembaga ~lembaga pengelola perkotaan.
e. Menentukan kawasan andalan sebagai pusat pengembangan kegiatan yang berorientasi pada percepatan

pertumbuhan ekonomi dan memperkokoh tatanan sosial budaya masyarakat.
f. Pemanfaatan ruang dilakukan secara optimal;

(4) Pengelolaan Kawasan Perdesaan

o

Menetapakan kawasan perdesaan sebagai sentra produksi pertanian
Pemanfaatan ruangnya lebih didominasi kegiatan budidaya pertanian

o

Meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan perdesaan

d. Meningkatken fungsi dan peranan lembaga-lembaga pengelola pembangunan utamanya yang
berada di perdesaan.

(5) Pengelolaan Kawasan Tertentu

a. Memberi wewenang kepada lembaga (institusi) baik pemerintah maupun swasta untuk melakukan

pengembangan, pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruangnya.
b.  Pengelolaannya disesuaikan dengan kedudukannya sebagai kawasan strategis.

Pemanfaatan ruangnya harus sesuai dengan rencana tata ruang dan tidak diperbolehkan adanya kegiatan
lain kecuali kegiatan tertentu mendukung fungsi dan perannya

BAB IV
KEDUDUKAN, WILAYAH DAN JANGKA WAKTU RENCANA

Bagian Pertama
Pasal 8

Kedudukan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Gowa adalah :

a. Merupakan penjabaran dari Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Propinsi Sulawesi Selatan,

kebijaksanaan-kebijaksanaan pembangunan yang beraku serta dari Pola Dasar Pembangunan
Kabupaten Gowa;

'b. Merupakan dasar

pertimbangan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Lima Tahun Kabupaten
Gowa;
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c. Merupakan dasar bagi penyusunan Rencana Strategis Kabupaten Gowa,

d. Merupakan dasar penyusunan Rencana Rinci Tata Ruang Kawasan di Kabupaten Gowa;

Bagian Kedua
Pasal 9

Wilayah perencanaan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Gowa adalah wilayah

administratif seluas 188.333 Ha atau 1.883,33 Km2;
Pasal 10

Jangka wakfu Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Gowa adalah 10 (sepuluh) tahun, mulai
dari tahun 2003 atau sampai Tahun 2013;

BABV
RENCANA STRUKTUR DAN POLA PEMANFATAN RUANG
Bagian Pertama

Rencana Struktur Pemanfaatan Ruang Wilayah
Paragraf 1

Pasal 11

(1) Rencana struktur pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf b diwujudkan
berdasarkan sistem kegiatan pembangunan dan sistem permukiman perdesaan serta sistem
permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat 2 huruf ¢ serta prasarana
transportasi, telekomunikasi, energi, pengairan dan prasarana pengelolaan lingkungan sebagaimana

disebut pada pasal 6 ayat 2 huruf d;

(2) Rencana strukur pemanfaatan ruang wilayah sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat 1 huruf |
meliputi permukiman perdesaan, permukiman perkotaan dan prasarana,

Paragraf 2
Sistem Permukiman Perdesaan

Pasal 12

Sistem permukiman perdesaan di Kabupaten Gowa sebagai berikut :
a. K_awasan permukiman perdesaan sebagai pusat pengumpul kawasan permukiman sebagaimana
. disebut pada pasal 12 huruf b merupakan kawasan yang mempunyai khirirki | atau disebut sebagai
Desa Pusat Pertumbuhan (DPP) sebagai Kawasan Terpilih Pusat Pengembangan Desa (KTP20),

10
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«iman perdesaan sebagai pusal pengumpul kawasan permukiman sebagaimana

b, Kawasan permu f¢ pasal 12 merupakan kawasan yang mempunyai khiriarki II;

disebut pada hurv

ukiman perdesaan sebagai sentra produksi merupakan kawasan yang berfungsi

c. Kawasan pem s pertanian mempunyai khirarki IIl

sebagal pusat produk

Paragraf 3
Sistem Permukiman Perkotaan

Pasal 13

i rmukiman perkotaan ditentukan berdasarkan fungsi dan khirarkinya yaitu :
grst?(r:\szsan peﬂnl?kiman perkotaan sebagai pusat utama pengembangan dan atau Kota Pusat
. Pengembangan Wilayah (PPW) kabupaten merupakan khirarki | yang berkedudukan sebagai Ibukota

Kabupaten;

b. Kawasan permukiman perkotaan sebagai pusat pelayanan kawasan merupakan khirarki Il, yang
berkedudukan sebagai ibukota kecamatan yang telah ditetapkan sebagai pusat pelayanan satuan
kawasan pengembangan (SKP) dan atau Pusat Pelayanan Lokal | (PPL ) ;

c. Kawasan permukiman perkotaan sebagai pusat pelayanan sub kawasan merupakan khirarki !l , yang
berkedudukan sebagai ibukota kecamatan di luar pusat pelayanan SKP dan atau Pusat Pelayanan
Lokal Il (PPLII);

Paragraf 4
. Pasal 14

Perwilayahan Pembangunan Kabupaten Gowa meliputi :

(1) Kota Sungguminasa sebagai Pusat Pengembangan Satuan Kawasan Pengembangan (SKP) A;
(2) Kota Parang sebagai Pusat Pengembangan Satuan Kawasan Pengembangan (SKP) B;

(3) Kota Malino sebagai Pusat Pengembangan Satuan Kawasan Pengembangan (SKP) C:

(4) Kota Limbung sebagai Pusat Pengembangan Satuan Kawasan Pengembangan (SKP) D;

(5) Kota Malakaji sebagai Pusat Pengembangan Satuan Kawasan Pengembangan (SKP) E;

Paragraf 5
Sistem Prasarana

& Pasal 15

(1) Sistem perangkutan (trans

portasi) diarahkan untuk menunjang perk i i
el jang perkembangan sosial, ekonomi, dan

(2) Jaringan perhubungan darat terdiri dari :
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' 8 i i : kan antar kabupaten

i h ruas jalan yang berfungs sebagai jalan yang menghubung '

a. dogt aﬂenanadrﬂ:nntasi Iéabupaten Gowa dari arah utara ke selatan dan ke arh timur;
dhoaye adalah ruas jalan yang berfungsi sebagai penghubung antar kecamatan diluar jalan

b. Jalan :dekgghubung antar kawasan di dalam kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan;
arten Ia::al? “dalah uas jalan yang berfungsi sebagai penghubung kawasan-kawasan di dalam
¢c. Jalan lo taan dan perdesaan di luar jalan kolektor dan arters;

wilayah kecamaten dan dalam kawasan perko

inqan i reta api adalah jaringan jalan baja yang melintasi wilayah Kabupaten Gowa dari arah

& g;;g:dnaﬂggate o arah Kabupaten Takalar yang dikembangkan melalui sistem pengembangan
transportasi regional;

dalah terminal yang difungsikan sebagai terminal angkutan antar perkotaan dan

Terminal Bus @ '
UL veriokasi di Kecamatan Bontomarannu dan terminal Pallangga

perdesaan, yang
adu adalah terminal yang berfungsi yang berfungsi sebagai terminal angkutan kota dalam

(5) Terminal terp A
berlokasi di Samata Kecamatan Sombaopu.

propinsi yang

a dan perdesaan adalah terminal angkutan umum yang melayani kota-kota dan

(6) Terminal angkutan kot
lam wilayah kabupaten, yang berlokasi di Ibukota Kabupaten dan lbukota

daerah perdesaan da
Kecamalan,

(7) Stasiun Kereta Api regionlal adalah stasiun yang difungsikan sebagai terminal angkutan barang dan
jasa antar kota dalam wilayah propinsi, yang menyatu dengan terminal angkutan perkotaan dan

perdesaan di Kecamatan Bontomarannu;

Bagian Kedua
Rencana Pola Pemanfaatan Ruang Wilayah

Pasal 16
Rencana pola pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf b menggambarkan sebaran
kawasan lindung dan kawasan budidaya;
Pasal 17

thentuan mengenai kawasan lindung dan kawasan budidaya dijelaskan pada lampiran Peraturan Daerah
ini;
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BAB Vi
RENCANA UMUM TATA RUANG WILAYAH

Bagian Pertama

Umum
Pasal 18

ng wilayah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf c diwujudkan

cana umum lata rua ) : i H
{1} e kiur pemanfaatan ruang wilayah sebagaimana dijelaskan dalam lampiran

berdasarkan rencan.a stru
Peraturan Daerah Ini;

(2) Untuk mewujudkan rencana umum tata ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan penetapan lokasi dan pelaksanaan pemanfaatan ruang wilayah;

Bagian Kedua
Kawasan Lindung

Kawasan Lindung di Kabupaten Gowa terdiri dari :

Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
Kawasan perlindungan setempat;

Kawasan Suaka Alam dan Cagar Budaya;

Kawasan Rawan Bencana;

o m

ao

Pasal 20

Kawasan yang memberikan periindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana tercantum pada
pasal 19 huruf @ mencakup :

(1) Kawasan Hutan Lindung yang terletak di Kecamatan Tinggimoncong, Tombolo, Tompobulu, Biringbulu,
Bungaya dan Parangloe yang batas - batasnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati Gowa;

(2) Kawasan penyangga dalam bentuk hutan produksi terbatas tersebar dan di arahkan di Kecamatan
Parangloe, Tinggimoncong dan Tombolopao, Bungaya, Tompobulu dan Biringbulu.

(3) Kawasan resapan air ditetapkan bada hulu-hulu sungai yang berada di Kecamatan Tinggimoncong,
Bungaya, Tombolopao, Tompobulu dan Parangloe. Kawasan resapan air berada di dalan kawasan hutan
lindung;

Pasal 21

Kawasan periindungan setempat sebagaimana tercantum pada pasal 19 huruf b mencakup :
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(1) Kawasan sempadaE lsur;gai yatr;g qitstqik?n untuk semua sungai yang ada di seluruh wilayah
n, dengan ketentuan sebagai berikut : _ ,
i:ecasrr:[::adan gungai umutl: kaéeg;r}' sungai beksar yaitu Sungai Je'neberang ditetapkan 100 meter di

iri kanan sungai yang berada di luar permukiman. -

. ggr::adan sungai untuk kategori sungai kecil/anak sungai ditetapkan 50 meter di kiri dan kanan
sungai yang di Iuarpgrmuklman. ' . .

+ Sempadan sungai di kawasan permukiman berupa daerah sepanjang sungai yang diperkira
cukup untuk dibangun Jaringan jalan inspeksi ditetapkan sempadannya antar 10-15 meter.

» Di alas sempadan sungai yang telah ditetapkan sama sekali tidak diperbolehkan adanya kawasan
terbangun. '

* Kegialan budidaya yang telah ada saat ini (permukiman, obyek wisata, pertambangan,
persawahan dan lain-lain) di daerah aliran sungai sepanjang tidak merusak lingkungan tetap
diperkenankan dan harus dibatas; perkembangannya baik saat ini maupun di masa mendatang
untuk menjaga fungsi lindung yang diemban dan kelestarian lingkungan.

* Kegiatan budidaya yang ada dan akan dikembangkan pada kawasan ini sepanjang tidak merusak

fungsi lindung, juga harus dapat memberikan dokumen AMDAL maupun UKL-UPL sebagai
tindakan pengelolaan lingkungan secara terencana. .

(2) Lokasi kawasan sekitar matg air ini ditetapkan di seluruh potensi mala air yang ada di wilayah dataran
tinggi Kabupaten Gowa, yaitu di Kecamatan Tombolo Pao, Tinggi Moncong, Bungaya, Parangloe,

Tompobulu dan Bungaya. Mata air ini ada yang berada di dalam kawasan hutan lindung dan di luar
kawasan hutan lindung;

(3) Kriteria kawasan sekitar danau/waduk adalah daratan sekeliling tepi danau/waduk yang memiliki lebar

proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik danau/waduk, dengan lebar 50-100 meter diukur dari

garis pasang tertinggi kearah darat. Kiteria dan perfindungan ini diarahkan pada kawasan Waduk
Serbaguna/ Dam Bili-Bili, Danau Mawang dan Danau Tanjong;

Pasal 22

Kawasan Suaka Alam dan Cagar Budaya sebagaimana tercantum pada Pasal 19 hurufr c mencakup :
(1) Kawasan Cagar Budaya dan limu Pengetahuan yang m

_ eliputi Kawasan rumah adat (Balla Lompoa),
Kawasan Perkuburan Raja-Raja dan Mesjid Tua Katangka, serta benteng pertahanan (Benteng
Somba Opuy);

(2) Kawasan Taman Wisata Alam (TWA) meliputi

TWA Malino, Takapala dan Pegunungan Bawakaraeng
serta kawasan Taman Baru;

Pasal 23
Kawasan Rawan Bencana sebagaimana tercantum pada pasal 19 huruf d meliputi :

(1) Kawasan rawan bencana tanah longsor tersebar di kecamatan Tinggi Moncong, Tombolo Pao,
Bungaya, Parangloe, Tompobulu dan Biringbulu:

|
i 14

Scanned with CamScanner



(2) Kawasan rawan banjir berada di Kecamatan Sombaopu, Pallangga, Bajeng dan Barombong;

Bagian Ketiga
Pelaksanan Pemanfaatan Ruang Wilayah

Pasal 24

Pelaksanaan pemanfaalan ruang wilayah sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (2)
diselenggarakan berdasarkan sistem kegiatan pembangunan, pengelolaan kawasan serta penatagunaan
sebagaimana dimaksu dalam pasal 6 ayat (2);

Pasal 25
Prioritas dan Tahapan Pembangunan

Prioritas dan tahapan pembangunan sampai tahun 2013 dijelaskan dalam lampiran Peraturan Daerah ini;

Pasal 26
Rencana Pengelolaan Kawasan
a. Rencana Pengelolaan kawasan lindung
Rencana Pengembangan kawasan lindung diarahkan untuk :

a.Mempertahankan dan melestarikan kawasan lindung :

b.Mengembalikan fungsi lindung bagi kawasan lindung atau bagian dari kawasan lindung yang telah
dibudidayakan;

c.Pembatesan kegiatan budidaya yang teleh ada dalam kawasan lindung sehingga tidak dapat
dilakukan pengembangan;

d.Perencanaan kawasan peyangga (buffer) bagi masing-masing kawasan lindung sebagai perisai
terhadap kelestarian kawasan lindung, pemindahan kegiatan budidaya yang dapal mengganggu
kelangsungan fungsi lindung dan menyusun program penghutanan kembali  kawasan lindung yang
telah terkonversi;

e.Mengoptimalkan fungsi lembaga pengelola dan pengendali kawasan findung;
f. Bagi kawasan lindung yang telah detapkan sebagai hutan lindung dalam Rencana Tata Ruang
Wilayah (RTRW) Kabupaten harus sesuai hasil paduserasi antara Tata Guna Hutan Kesepakatan,

yang dipertegas dengan Peta Paduserasi Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) dan Rencana Tata
Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten;

13
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' b. Rencana Pengelolaan Kawasan Budidaya
| Rencana Pengelolaan kawasan budidaya meliputi :

| ' ka mendorong perpercepatan
rtahankan dan melestarikan kawasan budidaya dalam rang L
' ‘hjem?"eb”han ekonomi wilayah dan pendapatan masyarakat yang bermuara pada kesejantera

masyarakal;

n
b. Mengarahkan kawasan perdesaan, perkotaan dan kawasan tertentu pada pemanfaatan ruang yang
optimal, efektif dan efisien;

¢. Pada kemiringan di atas 45%, tidak diperkenankan adanya kegiatan budidaya;

d. Mengarahkan pengembangan kegiatan budidaya berwawasan Iingkungar_l .d.aiamd rangks
mempertahankan kesinambungan pembangunan ekonomi dan pelestarian nilai-nilai budaya da
sosial masyarakat (sustainable development);

e. Pengembangan kawasan budidaya tidak diperbolehkan memanfaatkan kawasan yang telah
ditetapkan sebagai kawasan lindung;

i f. Mengarahkan pembangunan yang diprioritaskan , sesuai potensi dan perkemhangan yang dicapai,
: serta prospek pengembangan dan pengamanannya di masa yang akan datang;

'¢. Rencana Pengelolaan Kawasan Perkotaan
| Pengelolaan kawasan perkotaan dilakikan dengan cara :

a. Menentukan fungsi masing-masing kawasan sesuai dengan kedudukan dan kestrategisan letaknya
dalam perimbangan wilayah;

b. Merencanakan Pusat Pelayanan Wilayah (PPW) dan pusat pelayanan lolal (PPL);

¢. Merencanakan penyediaan dan melen

gkapi setiap kawasan dengan sarana dan prasarana kota
; sesuai dengan fungsinya;

d. Meningkatkan fungsi lembaga-lembaga pengelola perkotaan:

€. Menentukan kawasan andalan sebagai pusat pengembangan kegiatan yang berorientasi pada
percepatan pertumbuhan ekonomi dan memperkokoh tatanan sosial budaya masyarakat:

f. Pemanfaatan ruang berorientasi pada pemanfaatan ruang secara optimal.

d. Rencana Pengelolaan Kawasan Perdesaan
Pengelolaan kawasan perdesaan direncanakan dengan upaya :

a. Menetapakan kawasan produksi sebagai sentra produksi pertanian;
b. Pemanfaatan ruangnya lebih didominasi pertanian;
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c. Meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan perdesaan;

d. Meningkatkan fungsi dan peranan lembaga-lembaga pengelola pembangunan utamanya yang
berada diperdesaan;

e. Rencana Pengelolaan Kawasan Tertenty

Pengelolaan kawasan lertentu yang meliputi kawasan yang masuk dalam Wilayah Perkotan
Maminasata, Kawasan DAM Bili-bili, Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Hutan Lindung, Kawasan DAS
Jeneberang, Kawasan Pertambangan dan Kawasan Industri, dilakukan dengan cara sebagai berikut :

a. Memperkuat dan mempertegas fungsi lembaga pengelola yang tela ada dan membentuk lembaga

yang belum ditangani secara khusys untuk betangung jawab dalam melaksanakan
pengembangan, pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruangnya;

b. Menyusun Rencana Tata Ruang Kawasan untuk mempertegas batas kawasan secara fisik dan
secara fungsional;
¢. Pemanfaatan ruangnya harus sesuai den

ya h gan rencana tata ruang dan tidak diperbolehkan adanya
kegiatan lain kecuali kegiatan tertenty me

ndukung fungsi dan perannya;

Pasal 27
Penatagunaan Sumberdaya Alam

(1)Penatagunaan Tanah :
Penatagunaan tanah meliputi upaya sebagai berikut :

a. Memanfaatkan lahan/tanah sesuai dengan peruntukan yang tertuang dalam struktur dan pola
pemanfaatan ruang yang telah direncanakan;

b. Penguasaan atas lahanftanah harus berdasarkan atas peraturan perundang - undangan dan
peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan pemanfaatan lahan:

C. Pemanfatan lahan harus disesuaikan dengan fungsi kawasan baik kawasan budidaya maupun non
budidaya;

d. Pengendalian dan pengawasan penggunaan dan pemanfaatan lahan/tanah dilakukan oleh lembaga
yang telah ditunjuk oleh pemerintah daerah;

e. Pengaturan pemanfaatan lahan/tanah den
tertentu :

di bidang Ekonomi, melalui tata cara pemberian  konpensasi

penyelenggaraan sewa lahan/tanah dan urusan saham:

di bidang fisik, melalui pembangunan serta pengadaan sarana

Pengembangan kawasan sesuai dengan rencana tata ruang;

gan wujud intensif harus memberikan kemudahan

, imbalan dan tata cara

dan prasarana untuk melayani
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membatasi pertumbuhan atau mengurangi

an perangkat disinsentif bertujuan _
. Pengalen e e  vang, dapat diakukan dalam bentuk:

kegiatan yand tidak sejalan dengan rencana tata ruan
| . Pengenaan pajak yang tinggr,
| . Ketidaklersediaan saran dan prasarana;
asyarakat, meliputi

‘ if dan disinsenti i h menqurangi hak m
anakan insentif dan disinsentif , tidak bole gurang penahankan o

f. Melaks
s harkat dan martabat yang sama, hak memperoleh dan memn

pengaturan ala
hidupnya,

(2) Penatagunaan Air o
Penata gunaan air sebagai berikut :

2. Konservasi sumber-sumber air _ ‘ .

b. Pemanfaatan air sungai sebagai kegiatan kelistrikan, irigasi, pariwisata, alr bersih dan lain
sebagainya,

¢. Pengatura pemanfaatan sumber daya air dengan wujud insentif harus me
. di bidang ekonomi, melalui tata cara pemberian konpensasi,

penyelenggaraan sewa ruang dan urusan saham;

di bidang fisk melalui pembangunan serta pengadaan saran

pemgembangan kawasan sesuai dengan rencana tata ruang;

mberikan kemudahan :
imbalan dan fata cara

dan prasaran untuk melayani

' d. Pengaturan dengan perangkat disinsentif bertujuan membatasi pertumbuhan atau mengurangi
' kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang, dapat dilakukan dalam bentuk :

E - Pengenaan pajak atau retribusi yang tinggi;

i - Ketidak tersediaan sarana dan prasarana;

e. Pelaksanaan insetif dan disinsentif tidak boleh mengurangi hak penduduk, meliputi pengaturan afas
harkat dan martabal yang sama, hak memperoleh dan mempertahankan kebutuhan sumber daya

arr,
f. Kewenangan pengetqiaa'n sumberdaya untuk hajad hidup orang banyak dilekukan oleh pemerintah
atau lembaga yang ditunjuk sesuai dengan peraluran yang beriaku.
' (3) Penatagunaan Hutan

Penatagunaan hutan sebagai berkut :
a. Mempertahankan dan melestarikan kawasan lindung agar tetap lestari;

b. Pengembalian fungsi lindung bagi kawasan lindung atau bagian dari kawasan lindung yang telah
dibudidayakan ;

¢. Pembatasan pengembangan pada kawasan lindung;

d. Perencanaan kav{asan peyangga (buffer) bagi masing-masing kawasan lindung sebagai perisai
terhadap kelestanaq kawasan lindung, pemindahan kegiatan budidaya yang dapat mengganggu
kelangsungan fungsi lindung dan menyusun program penghutanan kembali kawasan lindung yang

telah terkonversi.
18
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BAB VI

PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN PEMANFAATAN
RENCANA TATA RUANG WILAYAH

Pasal 28

Pengendalian dan Pengawasan Rencang Tat
Peraturan Daerah guna menjamin  tercapain
dimaksud dalam pasal 3 dan 4 dalam Peratyra

a Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Gowa menurut
ya tujuan dan sasaran rencana sebagaimana yang
n Daerah ini dilakukan oleh Bupati Gowa;

Keterpaduan pelaksanaan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Gowa dikoordinasikan
oleh Bupati Gowa;

Pasal 29

Pengendalian pembangunan fisik di k

_ ‘ awasan budida
yang ada pada instansi Pemerintah Ka

bupaten Gowa:

Pelaksanaan tindakan penertiban dilakukan o
Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupat

ya dilakukan mengenai kewenangan perizinan

eh Pemerintah Kabupaten Gowa, berdasarkan atas
en Gowa;

Pemantauan dan pencegahan segala kegiatan
Daerah ini, menjadi wewenang Kepala Wila
lambatnya 3x 24 jam wajib melaporkan kep

pembangunan yang bertentangan dengan Peraturan

yah kecamatan selempat dan dalam waktu selambat-
ada Bupati Gowa;

BAB VI
PERUBAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH

Pasal 30

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Gowa yang telah ditetapkan dapat dirubah dan
atau ditinjau kembali (direvisi) untuk disesuaika

n dengan perkembangan keadaan selambat-lambatnya
dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sekali;

Perubahan sebagaimana dimaksud. pada ayat (1) pasa! ini ditetapkan dengan Peraturan Daerah:
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(1) Selain oleh Pejabat Penyidik Umum, pen

BAB IX
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 31

L yidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud daam
pasal 37 Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)

dilingkungan Pemerintah Daerzh, ¥ang pengangkatannya sesuai dengan perafuran perundangan
yang berlaku;

Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil tersebut pada ayat (1) Pasal
ini berwenang :

Menerima laporan atau pengaduan dari Seseorang tentang adanya tindak pidana;
Melakukan tindakan pertama pada saat ity ditempat kejadian serta melakukan pemeriksaan;

Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
Melakukan penyitaan benda dan atay surat;

Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungan
Menghentikan penyid[kan setelah

SKQ "0 a0 oo

keiuarganya;

.. Mengadakan tindakan lain menuryt hukum yang dapat dipertanggung jawabkan:

Penyidik Pegawai Negeri Sipil membuat berita acara setiap tindakan tentang :
. Pemeriksaan rumah;

Pemasukan rumah:

Penyitaan benda:

Pemeriksaan surat:

Pemeriksaan saksi:

Pemeriksaan ditempat kejadian dan mengirim
Polisi Republik Indonesia:

T Qo0 oo

nya kepada Kejaksaan Negeri melalui Penyidik

BAB X
KETENTUAN PIDANA

Pasal 32

Barang siapa yang melanggar pemanfaatan alokasi yang ditetapkan dalam B
ini diancam  Pidang kurungan selama-lamanya 6 |
Rp. 5.000.000- (lima juta rupiah);

'am Bab VI Peraturan Daerah
enam) bulan dan sebesar-besarnya

Scanned with CamScanner



- - : kibatkan
in ti i i tindak pidana yang menga

lain tindak pidana sebagaimana tersebut ayat (1) Pasal ini, i

H seeril;akan dan pencemaran lingkungan diancam pidana sesuai dengan peraturan perundangan yang

berlaku;

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 33

Dengan berlakunya Peraluran Daerah ini, maka :

a. Kegiatan budidaya yang telah ditetapkan dan berada di kawasan lindung dapat diteruskan se;quh
tidak mengganggu fungsi lindung dan atau tidak menimbulkan dampak negatif terhadap kelestarian
lingkungan dan kerusakan kawasan yang berfungsi lindung;

b. Dalam hal kegiatan budidaya yang telah ada dan dinilai mengganggu fungsi lindung dan atau terpaksa
mengkonversi kawasan  berfungsi lindung, diatur sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisa Mengenai Dampak Lingkungan;

C. Kegiatan budidaya yang sudah ada di kawasan lindung dan dinilai mengganggu fungsi lindungnya,

harus segera dicegah perkembangannya dan dapat direlokasi ke kawasan yang telah detapkan
sebagai kawasan budidaya;

d. Kawasan budidaya yang direlokasi sesuai pasal 34 (c) berhak mendapat ganti rugi yang besarnya
ditetapkan dengan Keputusan Bupati:

Pasal 34

Ketentuan mengenai arahan pemanfaatan ruang udara dan lautan akan diatur lebih lanjut dengan
Keputusan Bupati:

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur
lebih lanjut dengan Keputusan Bupati;

Scanned with CamScanner



Pasal 36

(1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah yang materinya bertentangan

dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi;

(2) Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangannya dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Gowa. Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.;

Disyahkan : di Sungguminasa
Pada Tanggal : 25 Agustus 2003

BUPATI GOWA

CAP/TTD

Drs. H. HASBULLAH DJABAR, M.Si

Diundangkandi  : Sungguminasa

Pada Tanggz : 26 Agustus 2003
SEKRETARIP DAERAH KABUPATEN GOWA
DRS. H. SYAFRUDDIN KAIYUM, M.Si

Pangkat : Pembini Utama Muda
NIP. : 170 006 664

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GOWA TAHUN 2003 NOMOR 24 SERI E

M
-
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